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PALU - Kantor perwakilan
Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) perwakilan Sulawesi
Tengah, kemarin (27/5)
menyerahkan hasil
pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) tahun anggaran 2010.
Kegiatan yang dilaksanakan
sejak  Kamis tersebut,
merupakan agenda rutin
tahunan yang dilaksanakan
BPK terkait Laporan Realisasi
APBN (LRA), neraca, laporan
kas dan Catatan atas Laporan
Keuangan (CaLK) yang telah
disusun oleh pemerintah
daerah kabupaten/kota kurun

waktu satu tahun berjalan.

Kemarin BPK menyerahkan
LKPD Kabupaten Poso dan
Kabupaten Banggai
Kepulauan (Bangkep). Untuk
Kabupaten Poso, Laporan
Keuangan (LK) daerahnya
mendapat opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP). Opini
tersebut didasarkan berbagai
pengecualian atas akun-akun
dalam laporan keuangan
kabupaten itu.

Di antaranya terkait dengan
nilai persediaan yang disajikan
dalam neraca per 31 Desember
2010 sebesar Rp1,7 miliar,
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'yang belum mencakup seluruh
informasi persediaan yang ada
di masing -masing SKPD. Di
.70 SKRL. yang.
mengelola anggaran tahun
2010, 51 SKPD di antaranya
tidak melaksanakan stock
opname dan melaporkan
persediaan. Selain itu, terdapat
10 SKPD yang tidak
melaksanakan penatausahaan
persediaan dengan memadai,
sehingga penyajian persediaan
dalam neraca per 31 Desember
2010 tidak dapat diyakini
kewajarannya.

Dari laporan keuangan
tersebut, disebutkan pula
bahwa dalam penggunaan
anggaran tahun 2010 di
Kabupaten Poso, terdapat
hibah kepada perusahaan

Daerah Air Minum (PDAM)
sebesar Rp1,24 miliar yang
tidak melalui mekanisme
penyertaan modal. Selain
pemberian  opini, hasil
pemeriksaan BPK RI juga
memyatiemuan atas kelemahan
istem Pengendalian Intern
(SPI) yaitu sebanyak 9 temuan
dan ketidakpatuhan terhadap
peraturan pérundang-undangan
sebanyak 10 temuan.

Secara terinci, LKPD
Kabupaten Poso juga memuat
hasil pantauan tindak lanjut
hasil pemeriksaan (TLHP)
BPK RI, sampai dengan se-
mester | tahun anggaran 2011.
Rincian tersebut menyebutkan
terdapat 101 jumlah temuan
dengan 254 rekomendasi.

Dari hasil tersebut, diperoleh
bahwa terdapat 70
rekomendasi yang telah
ditindaklanjuti atau sekitar

27,56 persen.  Namun
selebihnya yakni sebanyak
184 rekomendasi atau sebesar
72,44  persen  belum
sepenuhnya ditindaklanjuti.

Sedangkan hasil pemeriksaan
LK. Kabupaten . Banggai
Kepulauan juga memperoleh
opini Wajar Dengan
Pengecualian (WDP).
Menyangkut ini, BPK menilai
peningkatan opini Kabupaten
Banggai Kepulauan adalah hal
yang patut diberi apresiasi .
Pasalnya, pada tahun-tahun
sebelumnya, LK Kabupaten
Banggai Kepulauan hanya
memperoleh opini TMP atau
disclaimer, dalam artian bahwa
laporan keuangan Kabupaten
itu dinyatakan tidak dapat
diperiksa sesuai standar
pemeriksaan.

Dengan kata lain, pemeriksa
tidak dapat memberikan

keyakinan bahwa lap
keuangan bebas dari
terial, sehingga informasi
keuangan dalam laporan
keuangan tersebut tidak dapat
diandalkan,

Perubahan . opini__.ini
disambut gembira oleh Bupati

Banggai Kepulauan, Irianto _

Malinggong, yang turut hadir
pada kegiatan penyerahan
LKPD. Irianto mengatakan,
opini WDP akan terus
dijadikan motivasi olch
Pemkab Banggai Kepulauan
untuk terus memperbaiki
sistem pengelolaan keuangan
daerahnya, guna tercapainya
asas tranparansi dan
akuntabilitas keuangan yang
sehat.

Dalam  rincian  hasil
pemeriksaan BPK RI, jumlah
anggaran yang termuat

seluruhnya dalam LKPD
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Kabupaten Banggai
Kepulauan pada tahun
anggaran 2010 Rp1,71 triliun.
Nilai tersebut meliputi neraca
sebesar Rp1,07 triliun, yang
terdiri atas aset senilai Rp1,05
triliun dan kewajiban senilai
Rpl1,74 triliun.

Selain itu, LRA sebesar
Rp647,56 miliar yang terdiri
dari pendapatan senilai
Rp409,59 miliar dan belanja
senilai Rp237,97 miliar.
Jumlah temuan senilai
Rp35,15 miliar atau senilai
2,05 persen.

Ada pun peroleh opini WDP
tersebut didasarkan oleh
beberapa pengecualian, di ©
antaranya terkait dengan
penerimaan distribusi
pelayanan kesehatan minimal
sebesar Rp261,75 juta yang
tidak disetor ke kas daerah dan
dikelola di luar APBD.

Selain itu, BPK menilai
penatausahaan aset tetap tidak
tertib. Nilai aset tetap yang
disajikan dalam * neraca
termasuk aset tetap yang rusak-
‘berat, tidak diketahui
keberadaannya. Aset tetap
yang dikuasai atau dikelola
oleh pihak lain juga demikian.

Selain pemberian opini atas
kewajaran penyajian laporan
keuangan (LK), hasil
pemeriksaan BPK RI juga
memuat temuan atas kele-
mahan sistem pengendalian
intern (SPI) yaitu sebanyak 8
temuan, sedangkan ketidak-
patuhan terhadap peraturan
perundang-undangan
sebanyak 12 temuan.

Hasil ini menjadi acuan
pemerintah daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan untuk
lebih bekerja keras
memperbaiki sistem
pengelolaan keuangan daerah,
guna pencapaian target Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP)
pada tahun mendatang. (cr6)











